PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DESA DALAM 

PENGGUNAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA 

(ADD) DI KECAMATAN BATEALIT KABUPATEN 









HR Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Rajagrafindo Persada, Jakarta 
 
Kuncoroningrat, 1981, Metode-metode Penelitian Masyarakat, PT. Gramedia, 
Jakarta 
 
Momon Soetisna Sendjaja, Sjachran Basan, 1983,  Pokok-Pokok Pemerintahan di 
Daerah dan Pemerintahan Desa, Alumni, Bandung 
 
M. Hariwijaya dan Bisri M. Jaelani, 2004, Panduan Menyusun Skripsi dan Tesis, 
Siklus, Yogyakarta  
 
Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta 
 
Sri Sudaryatmi, Sukirno dan TH. Sri Kartini, 2000,  Beberapa Aspek Hukum Adat, 
Badan Penerbit Undip, Semarang 
 





Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang  Pedoman 
Pengelolaan Kekayaan Desa 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Desa 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang  
 
 
Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung jawaban Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa 
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pedoman 
Penyusunan dan Tata Kerja Pemerintahan Desa 
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Sumber 
Pendapatan Desa 




Dhela Nova, Pemerintahan Desa, 
http://dhenov.blogspot.com/2007/12/pemerintahan-desa-html  
 
http://desaciputri.wordpress.com/2013/04/05/pengertian-kepala-desa/ 
 
